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BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN
TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN
TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah Dan retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan
Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan
Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat Il Dalam
Wilayah Daerah - Daerah Tingkat | Bali, Nusa
Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikA,
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Indonesia Tahun 2023 Nomor 85. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Tahun
2024 Nomor 159);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA
PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN
USAHA LAINNYA

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.

Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa
Pasar Grosir, Pertokoan Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang
selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas jasa pelayanan
berupa penyediaan fasilitas pasar gosir, dan fasilitas pasar/pertokoan
yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang
disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi masa, oganisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termaksud
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang/l,
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10.

11.

12,

13.

14,
15.
16.
17.
18.

19.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar wajib retribusi melunasi
kewajibannya dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan
dan menjual barang yang telah disita.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk
menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk
melunasi utang retribusinya.

Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk
dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu
tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-
undangan retribusi daerah.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Belu.

Daerah adalah Kabupaten Belu.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu

Bupati adalah Bupati Belu.

Dinas Perdagangan Dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Belu.
Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian yang selanjutnya
disebut Kepala Dinas adalah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Kabupaten Belu.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN
SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan
Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan Dan Tempat Kegiatan Usaha
Lainnya dipungut Pembayaran atas jasa pelayanan berupa penyediaan
fasilitas pasar gosir, dan fasilitas pasar /pertokoan yang dikontrakkan, serta
tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah /ly
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Pasal 3

Obnvek Retnbusi adalah penyediaan fasilitus pasar gosir, dan fasilitas
pasar/pertohoan vang dikontrakkan, serta tempat kegatan usaha lainnya
yang disedukan/diselenpparakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal +
Subvek  Retnbusi  adalah  orang pribadi atau  badan  yang
menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar gosir, dan
fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha
lunnya yvang disediakan/diselengpgarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB 11
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Piwsal 5

(1} Orang Pnbadi atau Badan yang akan menggunakan fasilitas pasar
grosir, pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya dapat mendaftar
secara langsung ke Dinas dengan mengajukan permochonan kepada
Kepala Dinas menggunakan formulir pendaftaran dengan format
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

{2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} Dinas
melakukan verifikasi.

(3) QOrang Pnbadi atau Badan yang disetujui permchonannya akan
mendapat Kartu ldentitas Pedagang dan Surat Perjanjian Kontrak.

Pasal 6

(1) Pendataan dilakukan oleh Dinas terhadap Orang Pribadi atau Badan
yang menempati lokasi pasar atau tempat tertentu

(2} Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan untuk
pemibinaan dan pengawas:ain.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN RE TRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

Penetapan Besaran Retnbusi ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha,
{rekuensi lavanan dan/atau jangka waktu pemakaan fasilitas pasar grosir,
periokoan dan/atau ternpat usaha lainnya.

BAB V
PEMBAYARAN DAR PENYE TORAN

Pisnl B

(1 Wapb  Retnibusi melnhukan  Pembavaran Retmbusi  vang  telah
ditetapkan dalam SKRD atau dokumen Lun vang dipersamakan

() Pembayaran Retnbusi srbug mrina dimaksud pada avat (1) dilakukan
sckaligus atau lunasg,
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(3)

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara manual maupun elektronik.

Pasal 9

Tata cara pemungutan Retribusi secara manual sebagaimana dimaksud

da
a.

b.

lam Pasal 8 ayat (3) sebagai berikut :

Petugas Pemungut mendatangi setiap Wajib Retribusi untuk melakukan
pungutan Retribusi sesuai tarifyang telah ditetapkan;

setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh
wajib retribusi, mendapatkan Karcis sebagai tanda bukti pembayaran
retribusi dan dicatat pada buku penerimaan harian dan buku
rekapitulasi setoran harian;

- Petugas Pemungut menyerahkan hasil pungutan Retribusi sebagaimana

dimaksud pada huruf a serta buku penerimaan harian dan buku
rekapitulasi setoran harian kepada Bendahara Penerimaan paling lama
1x24 jam sejak dilakukan pemungutan;

. Bendahara Penerimaan kemudian menyetorkan ke Kas Daerah Retribusi

yang diterima dari Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada huruf
¢ paling lama 1x24 jam;

. Bentuk Karcis sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 10

(1) Pemungutan Retribusi secara elektronik dilakukan melalui aplikasi E-

(2)

3)

(4)

(5)

Retribusi Pasar.

E-Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

untuk memungut Retribusi bagi Wajib Retribusi pengguna Los

Permanen, Pelataran dan Kios di Pasar Baru Atambua.

Tata cara pemungutan Retribusi secara elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. dinas mendata dan memverifi kasi Wajib Retribusi pengguna Los
Permanen, Pelataran dan Kios di Pasar Baru Atambua yang akan
melakukan pembayaran melalui E- Retribusi Pasar;

b. berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada huruf a Dinas mengajukan kepada PT. Bank Pembangunan
Daerah Nusa Tenggara Timur untuk diterbitkan akun dan barcode
serta Kartu E-Retribusi Pasar;

c. wajib Retribusi yang telah diterbitkan akun dan barcode serta Kartu
E-Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada huruf b membayar
Retribusi secara elektronik melalui alat pembayaran yang dibawa
oleh Petugas Pemungut;

d. bentuk barcode sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratursin
Bupati ini.

Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ mendapat bukti pembayaran yang dikeluarkan
oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Aplikasi E- Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan PT. Bank
Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timuw
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(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)
(2

(1)

BAB VI
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat memenuhti kewajiban membayar
retribusi yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan secara sekaligus dapat mengajukan permohonan
pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran kepada Bupati
melalui Kepala Dinas.

Permohonan Pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 7 (tujuh)
hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD
dengan disertai alasan - alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
melakukan penelitian terhadap permohonan wajib retribusi yang
kemudian dituangkan dalam berita acara. Apabila wajib retribusi
mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang retribusi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(3) Kepala Dinas menyampaikan usulan kepada Bupati untuk
mendapatkan persetujuan atas permohonan wajib retribusi yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Keputusan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/ masa angsuran atau
lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib retribusi;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran retribusi dan/atau masa
angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan wajib
retribusi; atau

c. menolak permohonan wajib retribusi.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

Kepala Dinas wajib melaporkan hasil pelaksanaan hasil retribusi
kepada Bupati.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap
Bulan

BAB VIII
PENGURANGAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN
Pasal 13

Atas permohonan wajib retribusi, Bupati dapat melakukan
pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan retribusi pada
SKRD, STRD dan SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang -

undangaryt‘ !

CamSranne”
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(2)

3

4)

(S)

(1)

()

3)

(4)

(1}

(2)

(3)

(4)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
wajib retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling
lama 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang
tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan - alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas
melakukan penelitian terhadap permohonan wajib retribusi yang
kemudian dituangkan dalam berita acara.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepala Dinas menyampaikan usulan kepada Bupati untuk
mendapatkan persetujuan atas permohonan wajib retribusi yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Keputusan Bupati atas permohonan wajib retribusi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) berupa:

a. menyetujui pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan
retribusi;

b. menyetujui sebagian jumlah pengurangan, pembetulan dan
pembatalan ketetapan retribusi; dan

c. menolak permohonan wajib retnbus:

Persetujuan atau persetujuan sebagian  jumlah pengurangan,

pembetulan dan pembatalan ketetapan retribusi memperhatikan

kemampuan wajib retribusi;

Persetujuan atau persetujuan sebagian  jumlah pengurangan,

pembetulan dan pembatalan ketetapan retribusi hanya diberikan

sekali pada saat retribusi terutang.

Pemberian pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan

retribusi pada saat wajib retribusi sudah membayar retribusi, maka

dapat dikembalikan sesuai besarnya pemberian pengurangan,

pembetulan dan pembatalan retribusi yang disetujui.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI
Pasal 15

Atas Kkelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat
menga jukan permohonan pengembalian kepada Bupati Cq Kepala
Dinas.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi sebagaiaman dimaksud pada ayat (1)harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati n yl«l
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(1)

(2
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PBALY X
PEME RIKSBAAN RETRIBUSI
Panal 16

Bupatt  atau pejabat vang ditunjuk  berwenang  melukulan

pemenkaan  untuk  menguj kepatuhan pemenuhan kewapiban

retnbusy dalam mng ke melaksanakan Peraturan Bupati im

Waphy Retribuni yang diperikaa wajib

a mempethhatkan dan/atau meninamkan buku atau catatan, data
dokumen vang menjadi dasarnya dan  dokumen  ain yoang
berhubungan deng an objek Retnibusi vang terutang

b membenkan kesempatan untuk memasukl tempat atau ruang an
vang diang gap perlu dan membenkan bantuan guna kelancaran
pemenksaan, dan/atan

. membenkan keterangan yang diperlukan

Dalam pelaksanaan pemenksaan sebagiamana dimaksud pada ayat (1)

wnyh retnibusi vang dipenksa paling sedikit:

a. Memnta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada
prmenksa;

b meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang
alsan dan tujuan pemerniksaan: dan

c. menerimn  dokumen hasil pemeriksaan serta membenkan
tangg apan atau penjelasan atas hasil pemenksaan.

BAB Xl
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

Penagihan retnbusi terutang vang tidak atau kurang bayar dilakukan
dengan menggunakan STRD dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Bupati ini.

Dalarn hal wajib retnbusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membavar, wajib retnbusi dikenakan sanksi admimstratf
berupa bunga sebesar % (satu persen) per bulan dan retnbusi
terutang yang tdak stau kurang dibayar dihitung dan jadwal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat} bulan dan ditagih
mengpunakan STRD

Penaghan retnibust terutang sebaginmana dimaksud pada ayvat (1)
didahuluy dengan surat teguran yang dikeluarkan o=etelah 14 (empat
bedan) han wejak tanggal jntubh tempo pembavaran

Dalam waktu 14 (empat belas)  han setelah tang gal sumt teguran
we bagaarnane dimaksud pada avat [3), wapb retnbusi harus melunast
petnlnisg yiahy terutang

Sura! trguran sebagmmana dimaksud pada avat (3) dikeluarkan oleh

[hu.v‘/b,
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BAB XII
KEBERATAN

Pasal 18

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui
Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
disertai dengan alasan yangjelas.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan sejak
tanggal SKRD dikirim, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukan
ba}}:wa Jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan
kahar.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi
dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas
keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 18 ayat (1)dengan menerbitkan keputusan keberatan
Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati melalui Dinas dapat melakukan pemeriksaan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah
besarnya retribusi yang terutang

Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 20

Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan tambahan
imbalan bunga sebesar 0.6% (nol koma enham persen) perbulan
dihitung dari retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua
belas) bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkanya SKRDLB.

BAB XIII
GUGATAN

Pasal 21

Wajib Retribusi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan setelah Wajib Retribusi mengajukan keberatan dan
mendapatkan hasil Keputusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20/,
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(1}

(2)

(3)

(4)

(5)

(1
(2)
(3)

(4)

BAB X1V
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa

setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak

pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tertangguhjika:

a. diterbitkan Surat Teguran; dan

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

diterimanya Surat teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum

melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI OCLEH BUPATI

Pasal 23
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
Dinas melakukan inventarisasi terhadap piutang retribusi yang sudah
kedaluwarsa.
Hasil inventarisasi sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dalam berita
acara.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh
kepala Dinas kepada Bupati untuk penghapusan piutang retribusi
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Vg
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BAB XVil
PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundaingan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua

Diundangkan di Atambua,
pada tanggal 17 Mei 2024
JSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

/b JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2024 NOMOR 24
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 24 TAHUN 2024
TANGGAL : 17 MEI 2024

1. FORMULIR PENDAFTARAN PEDAGANG

@ FORMULIR PENDAE TARAN PEDAGANG BARUY
B

DATA PEDAGANG
1. Nama (e P

2 N L e
3  TempatTangpal Latut
4 Alamat

5 WNo. Hp

DATA USAHA
1. Nams Pasar

2 Lokssi Los/Pelawaran {....) Ruko/Kiost....)

3. Jenis Usaha

PERSYARATAN

1. Foo Copy KTP . Ada(..) Tidak(..)

2. Foto Copy KK © Ada(.) Tidak (...)

3 PasFoto 3x4 (2 lembar) : Ada(..) Tidak(..)

4 Surst Permohonan . Ada{...) Tidak(....)

S, Materai Rp 10 000, : Ada(..) Tidak(..)
@ tembar)

Atambua,

(Nama Pedagang)
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2.  SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH {SKRD)
e —— e et ———— -

| FEMLURINTAH RABUFATEN BOLY | SKRO

i OMAS PRRDAGANGAN DAN PLRINDUS TRAN (BURAT RETETAP AN RETRIBU/S DAERAN ) Nomor Urut

| AN AA BERE TALO w82 'Masa Retbusi I

;‘\f, ) ATAMBUA | Tabun

| Nama

| Atamat

langgal Jakih Tompo

No Jumiah

i Dasar lukum Jeres Rotnbusi Daorah

| |

1 [Pombane Bup ab Bely, Retribusi Deerash Kontrak Pesar Tahun 2023 L . o
r Nomor 13, Tatun 2012 |als Penggunasn Kios, Los dan Pelataan, Pty
. _|entang Tad Rewbusi Jasa |dengan ukuran scbagas beskul: |

| . _ ooy . Wow  bof |

0 metr 0 metor Rp0

bl ==—"0 ~ |Kecupan Pokok Rembrsi Tentng /Buan | = Rp e
ke X 5 =

e ) S::i_xsa £ dmindrasi benpa bunga 2% pada bllanmy | = =
B ) | yang b dibaye [ f

1

Dengan hund :

PERATAN

| 1 Harsp peryetonn diqhukan meldu Bank yang dnjuk atsu melehs Bendahara Penenmean mekis Pelgas

| PorvghyJuru Puygut pada Dves Perdagind dengan menggunakan Sunat Setoran Rebbuss Dasnsh (SSRD),

.2 Diaang kopada wiyb retnbus melakukan pembay aran revbusi ienang kepada pelupas ponagh yang kdak

manuyukkan/membe nkan Sural Ke ltipan Revibust Deersh (SKRD),

'3 Apabda SKRD i ddak atau hurang dibaysr sekelah tanggd jah lempo maka akan dikenshan sarksi admmnss rant
. benpa Bunga 2% perbulan dan diagih deng an menggunakan Surat Tag hen Resbusi Deerah (S TRD),

4 Wagd Retnbusi yang betuny Sdak melunasi pembeyaran freiibusi, ekan dibenkan surat Peangatan Perama sotlah

e e

14 hani STRD drierbitkan dan penngatan kedua, 21 hari seiclah penngatan pertama diterd kan,  ser's dibenkan
ponngalan kebiga, 30 han sciclah perngalan kedua dAcibibhan
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SURAT TAGIHAN RETRIBUSE DAERAH (ST121)

R0 Bern | A AR S -A 110408 L1

B EASPIO A BA NAANDARPIRNLSIRIAN
I, - A ¥ A B xFIT AMONO B

Al ApSEIA

Mana
/A bt
Tagged Juis Terpa

Mans

[Toem

s THO
(AT P A sese @il DO AR 8 )
Havtnm

Kode Rebereryg
[Lirean

1 Retsibusi yang hutang dibayar

7 Senksi Adrunistran

8 bungs

b dends 4
3 Jumish yang mmh harus dbeyar

1)y Mormihan darvetm, I'emerkmann Wraebid dudes padetngwipu ke jary nmed tovus dbsoye arduded satay e Lerdut

Oengan hund

PERVATIAN

Perdagnd,

oo e CC

pubaryg dass

1. Hemp penyenmn diek ukan melahs BXP oty Kos Deerh stay Bank yang daungs sisy meiais petugas Peragh Dras
2 Wab Retrbusi yang belun/bdak mehnas pembaysran minbusi seteish 14 hen STRD die btk an, skan dierdan Surst

Penngstan Perama, dan dibe rkan Sunit Perngetan Kedua, 21 hari sele lah perrgsten perame dietadan, sefla
diberk an panngslan Ledga, 3 hari ses lsh perngatant edua dierbikan

PERERINTAH KAHPATEN BELY
CMAIPEADA GANGAN DAN FERINOUSTRIAR
AN AA BPRF TMLOBO B
ATAMERIA

Masa

Tahun

STRD
| BURAT TAGHAN RETRIBUSI DAERAN )
7 .

Momor S TRD
=0 ki

—————— 4 .
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4. SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BELU
Jl. A.A BERE TALLO NO 2, ATAMBUA

Kepada Yth.

Nomor :

SURAT TEGURAN

Menurut pcmbukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai
tunggakan Retribusi Dacrah scbagai berikut :

“Jenis Retribusi Tahun Nomor dan Tangg':'fl- - ﬁ_i‘énggal Jatuh | Jumlah
SKRD,SK Keberatan,SK | Tempo Tagihan (RP)
Pembetulan®)

G2 ST e e e s R e e

PR BIGGRM §: e auriiocaiqasnmin s bibrint Braasisbiesikssiiy by bind sensids il seA iy msmnsas s e arie)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan berdasarkan Perda Kabupaten Belu
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah maka di mohon
kepada Saudara agar dapat melunasi Tunggakan dalam waktu ....... hari setelah
surat Teguran ini di terima.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tungggakan tersebut di atas, dimohon agar
saudarasegera melaporkan kepada kami.

*} Caret yang tidak perlu
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t.

v B

BARCODE RETRIBUSI PASAR

(o R

S
BADKNT T ' :

o K D209

ey ullliIM.l.

[ = ot Y V
: e :

- ' I‘_

P. - - \ -

- 2l

[=] 3y i

RATRIBUS! PABAR BARU ATAMB UA ¥

PASAR BAML ASL BEAAL LI SEC ATAN DL BARAT
Catldeirzegn
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